
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG31 3 -.

PENETAPAN BATASWAKTU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KE KAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

:a. bahwa batas waktu penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah
adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam,

b. bahwa bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
terdapat di seluruh kecamatan dan karena kondisi geografisnya
tidak dimungkinkan penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah
tepat waktu,

Cc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas, karena
kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi dan jarak tempuh ke bank tempat pembayaran yang
relatif jauh, maka batas waktu penyetorannya perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bupati Musi Rawas.

:1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821),

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara R! Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Ri Nomor 4048),

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844):
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. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan4
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438):

. Peraturan Pemerintah R! Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak5.
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Ri Nomor 4238),

. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi6.
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4239),

. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 58 Tahun 2005 tentang7.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang8
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

|

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 20089.
tentang Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN
BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH KE KAS
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.6.

Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

7.

seluruh pengeluaran daerah.

Berdahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD
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BAB II

BATASWAKTU PENYETORAN
Pasal 2

(1) Batas waktu penyetoran penerimaan ke kas daerah oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pembantu Penerimaan yang berada di
wilayah Kota Lubuklinggau, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan
Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta,
Kecamatan STL Ulu Terawas dan Kecamatan Selangit dilakukan
Galam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(2) Batas waktu penyetoran penerimaan ke kas daerah oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pembantu Penerimaan yang berada selain
di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetorannya
dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali dan paling lambat pada hari
Jum'at.

(3) Apabila pada hari Jum'at bertepatan dengan hari libur, maka
penyetoran dilakukan sebelum hari libur tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

Pit SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 76
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